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PENETAPAN
Nomor 466/Pdt.P/2014/PA.Clg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menetapkan perkara

isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Umur: 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Buruh, Tempat
Tinggal di Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, Umur: 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah
Tangga, Tempat Tinggal di Kota Cilegon, sebagai

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon | dan Pemohon Il di sebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 07
Nopember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon,
Nomor 466/Pdt.P/2014/PA.Clg, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama
Islam pada 18 September 1988 di Cibeber wilayah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Cibeber;
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2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah
AYAH KANDUNG PEMOHON Il berwakil kepada USTADZ dengan saksi
nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH | dan SAKSI NIKAH I,
maskawin berupa uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) di bayar tunai;

3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan
serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan
pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

a. ANAK | yang lahir pada tanggal 08 Desember 1990;
b. ANAK I yang lahir pada tanggal 17 Juli 1994;

c. ANAK Il yang lahir pada tanggal 17 Januari 1999;

d. ANAK IV yang lahir pada tanggal 17 November 2006;

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula
Para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari
Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, karena pernikahan tersebut tidak
tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu
Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama
Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus
administrasi kependudukan;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
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2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon | dengan Pemohon II;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-

adilnya dan bermanfaat;

Bahwa pada hari persidangan Para Pemohon telah hadir di muka
persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap
dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah
mengajukan bukti berupa dua orang saksi bernama SAKSI | dan SAKSI Il yang
telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut:

e Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami-isteri yang telah menikah
pada tanggal 18 September 1988 di Cibeber wilayah Kantor Urusan Agama
Cibeber Kota Cilegon dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.
3.000,- (tiga ribu rupiah) dibayar tunai.

e Bahwa yang menjadi walinya adalah AYAH KANDUNG PEMOHON i
berwakil kepada USTADZ dan yang menjadi saksi adalah SAKSI NIKAH I
dan SAKSI NIKAH II;

e Bahwa pernikahannya tidak ada larangan dari hukum agama dan para Para
Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi
pernikahannya;

e Bahwa dalam perkawinannya Para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;

e Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan Para Pemohon menikah;

e Bahwa selama pernikahannya para Pemohon tetap beragama Islam dan

tidak pernah bercerai;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada

Permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkannya;
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Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk
kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini,

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon
adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita
Permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal
18 September 1988 di wilayah KUA Kecamatan Cibeber Kota Cilegon dengan
wali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan maskawin uang
sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan setelah akad nikah Para Pemohon
telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sampai sekarang masih
beragama Islam, serta tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada
hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon, namun
hingga kini pernikahannya belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat
dan untuk mencatatkan pernikahan tersebut memerlukan Penetapan
Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut ternyata
dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun
1974, dan pengajuan itsbat nikah tersebut diperkenankan berdasarkan Pasal 7
ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan oleh
karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-daliinya Para Pemohon telah
mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI | dan SAKSI Il yang dinilai telah
memenuhi syarat formil, dan secara materil saksi-saksi tersebut menerangkan
apa yang didalilkan oleh Para Pemohon dalam surat permohonannya. Dengan
demikian dalil-dalil permohonan Para Pemohon tentang adanya pernikahan itu

patut dinyatakan telah terbukti;
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Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon yang dikuatkan
dengan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa
pernikahan Para Pemohon itu, sekalipun tidak tercatat, akan tetapi telah
memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum Islam dan peraturan
perundang-undangan. Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan oleh Para
Pemohon pada tanggal 18 September 1988 yang lalu, oleh karena itu, patut
dinyatakan sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam
halmana permohonan ini mempunyai alasan menurut peraturan perundang-
undangan dan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti serta
pernikahan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat dan rukun
perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para
Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan itsbat nikah
sebagaimana tersebut di atas, maka Para Pemohon telah dapat mencatatkan
pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibeber Kota
Cilegon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dimohonkan secara
volunter, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada
Para Pemohon sebesar sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan

hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;
2.  Menyatakan sah perkawinan Pemohon | (PEMOHON I) dengan Pemohon
I (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 1988 di

Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;
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3. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar
biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at
tanggal 05 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1436
Hijriyah oleh kami, Away Awaludin, S.Ag, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Hj. Ira
Puspita Sari, SH, MH. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, MA masing-masing
sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi
oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Supiyan, SH sebagai Panitera

Pengganti, dihadiri Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA KETUA MAJELIS,
Ttd. Ttd.
Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, MA
PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. Supiyan, SH
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Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Administrasi Rp.  50.000,00
3. Panggilan Rp. 120.000,00
4. Redaksi Rp. 5000,00

5. Materai Rp. 6000.00
Jumlah Rp. 211.000,00
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